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ABSTRAK  

Salah satu bentuk penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia yaitu melaksanakan program BPNT, berkoordinasi dengan Pemerintah 

Aceh melalui Dinas Sosial. Pada Mei 2018 lalu, program BPNT diresmikan di 

Banda Aceh dan mulai dilaksanakan di setiap gampong, salah satunya gampong 

Seutui. Setelah adanya pandemik Covid-19, masyarakat miskin di Aceh menjadi 

bertambah. Mencermati pelaksanaan program BPNT yang bertujuan untuk 

menanggulangi kemiskinan dalam bidang pangan di kota Banda Aceh, penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPNT, 

kemudian bagaimana mekanisme penyaluran BPNT, serta tantangan dan hambatan 

apa yang mereka hadapi dalam menyalurkan BPNT di gampong Seutui. 

Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui 

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian antara lain faktor 

ketepatan dalam menentukan jumlah penerima, ketepatan dalam menentukan harga, 

ketepatan dalam penentuan waktu, ketepatan-ketepatan sasaran, ketepatan 

administrasi dan ketepatan kualitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan program BPNT di Gampong Seutui belum efektif. Hal ini dikarenakan 

masih banyak masyarakat yang belum menerima BPNT padahal layak untuk 

menerima, tidak disiplin dalam proses penyeluran, masih terjadinya kesilapan data, 

serta kualitas barang yang kurang bagus. Kemudian dalam proses pemindahbukuan 

dari rekening kemensos ke rekening KPM masih sering terjadinya keterlambatan 

sehingga terjadinya kemacetan dalam penyaluran. Serta selama pelaksanaan 

program, terdapat beberapa hambatan dan tantangan, seperti gangguang jaringan 

pada BRI Link masyarakat yang tidak patuh dengan arahan yang diberikan oleh 

TKSK.   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Pengertian tersebut 

dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek primer berupa miskin aset, 

organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. 

Kemudian aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan 

dan informasi.  Di lain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang 

kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat 

pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat 

pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan 

manusia.1 Persoalan tersebut sangat mempengaruhi ekonomi yang 

berkembang, ketika kemiskinan semakin meningkat maka pertumbuhan 

ekonomi terhambat. 

Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan, mengemukakan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya bertumbuh, 

“kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta 

penyesuaian teknologi yang dibutuhkan”.2 Sejauh ini pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia cenderung tidak stabil. Maka dari itu tidak heran timbulnya 

golongan-golongan dalam masyarakat, seperti adanya golongan miskin.  

                                                 
1  L. Arsyad, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010), hal. 299 
2  Syafruddin, dkk. Model Sosial Dan Kesejahteraan Petani Pedesaan. (Malang, Literasi 

Nusantara, 2020), hal. 20 
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Golongan miskin kurang terjamah oleh hasil-hasil pertumbuhan 

ekonomi. Mengapa mereka tidak terangkat, padahal pemerintah telah 

mengambil kebijaksanaan penyebaran proyek-proyek ke daerah-daerah di 

gampong. Golongan-golongan miskin yang tidak terjamah oleh hasil-hasil 

pembangunan salah satunya diakibatkan karena ketidakmerataan kemampuan 

untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi diperlukan tindak pendudukan, 

keterampilan, relasi, dan sebagainya sedangkan golongan miskin tidak 

memiliki hal-hal tersebut. 

Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, jumlah 

penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta, 

didalam itu jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu jiwa (15,97 

persen), bertambah 10 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2017 

yang jumlahnya 829 ribu jiwa (15,92 persen). Periode Maret 2017, angka 

penduduk miskin di Aceh sebesar 872 orang (16,89 persen) atau mengalami 

penurunan 0,92 persen dibandingkan Maret 2018.3 Untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi dengan mengimplementasikan 

program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat 

mengurangi beban perekonomian.  

Penggunaan indikator pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. 

Di Negara-negara yang miskin, pengukuran keberhasilan implementasi dan 

pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti 

listrik masuk gampong, layanan kesehatan di gampong, dan harga makanan 

                                                 
3  BPS Kota Banda Aceh Tahun 2018. (Diakses pada 23 Februari 2021)  
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pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pengukuran keberhasilan 

implementasi dan pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder 

dan tersier.4 

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino mengatakan bahwa 

pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan 

mempertanyakan apakah pelaksanaan proses sesuai dengan yang telah 

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan 

yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.5  

Peran pemerintah sangat diperlukan, karena mengingat kebijakan dan 

peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah 

pembangunan. Program-program mengenai pengurangan kemiskinan, 

dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. Dengan diterbitkan Peraturan Presiden tersebut, maka 

dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

di tingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, 

masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.6 Selanjutnya di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.   

                                                 
4  Muhammad Idris Patarai, Perencanaan Pembangunan Daerah: (Sebuah Pengantar), 

(Makassar,   De La Macca, 2016), hal. 121. 
5  Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung, Alfabeta, 2012), hal. 139.  
6  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 
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Salah satu program yang dicetus oleh pemerintah untuk mengurangi 

beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di Negara lain dengan 

istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT lebih dimaksudkan pada 

upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada 

masyarakat miskin.7  

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan 

sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan 

program BPNT, maka Menteri Sosial telah menetapkan Permensos Nomor 20 

Tahun 2019, tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah sangat 

memprioritaskan program BPNT, karena mampu mengurangi beban 

pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan 

sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, 

meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta 

mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.  

Secara historis, program BPNT merupakan program pengganti dari 

program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. 

Dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa 

permasalahan seperti yang dilihat dari indikator tepat sasaran yang masih 

ditemukan Kesalahan Pengecualian dan Kesalahan Inklusi yang dimana 

                                                 
7  Yunus Eko Yudianto, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di 

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo”. Jurnal Reformasi. Vol.9(2), 2019, hal. 139. 
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kesalahan pengecualian misalnya, masih terdapat keluarga yang seharusnya 

menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, 

sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Beras Sejahtera tersebut. 

Sementara, Kesalahan Inklusi sebaliknya, yaitu terdapat keluarga yang 

seharusnya tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan 

tersebut. Kedua, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi 

keterlambatan dalam pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap 

bulan.  

Melihat pemasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka 

pada tahun 2016 hingga sekarang, pemerintah mulai melakukan perubahan 

terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT). Setiap keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapat batuan sosial 

sebesar Rp. 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik (Pedoman Bantuan Pangan Non 

Tunai).8 Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan 

pangan seperti beras dan telur melalui e-warong yang tersedia di beberapa 

lokasi tertentu.  

BPNT merupakan program nasional dari Kemensos untuk seluruh 

provinsi di Indonesia. Salah satunya Kota Banda Aceh. Banda Aceh sejak 

Mei 2018 sudah mulai menjadi salah satu Kota yang menjadi penerima 

BPNT. Informasi tersebut diperoleh dari web pemerintah Kota Banda Aceh, 

karena masyarakat penerima BPNT di kota Banda Aceh ternyata masih cukup 

                                                 
8  Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2018. (Diakses pada 23 Februari 2021). 
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banyak, yaitu sejumlah 6.242 KPM. Kota Banda Aceh terbagi menjadi 9 

kecamatan dan masing-masing kecamatan memiliki beberapa gampong, 

Kecamatan Ule Kareng menjadi kecamatan pertama yang memiliki penerima 

BPNT paling banyak dengan mencapai jumlah 935 penerima. Kemudian 

disusul oleh Kecamatan Baiturrahman yang menjadi kecamatan kedua 

penerima BPNT terbanyak yakni dengan jumlah 825 penerima.9 Pada tahun 

2020 kecamatan Baiturrahman mencapai 985 KPM10 khususnya gampong 

Seutui yang memiliki penerima 192 KPM. Sesuai data yang ada Kecamatan 

Baiturrahman terbagi menjadi 10 gampong penerima BPNT.  

Dikarenakan sesuai dengan isi dari pedoman umum BPNT kriteria 

penerima bantuan adalah KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah 

di daerah pelaksanaan, maka peneliti memilih Kecamatan Baiturrahman 

khususnya di gampong Seutui untuk diteliti karena sebelum adanya BPNT 

masyarakat lebih dulu mendapatkan program Rastra yang ternyata memiliki 

banyak masalah, sehingga diganti dengan program baru yaitu BPNT yang 

kemudian membuat peneliti ingin melihat apakah program BPNT ini sudah 

berjalan dengan baik atau belum. Kemudian pemilihan lokasi penelitian ini 

dikarenakan provinsi Aceh dilanda wabah virus corona, karena setelah 

adanya pandemik masyarakat miskin menjadi bertambah, maka peneliti 

memilih untuk melaksanakan penelitian di wilayah tempat tinggal karena 

mengingat akses lebih mudah dan bagian dari menjaga diri dari wabah virus 

                                                 
9  Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2019. (Diakses pada 23 Februari 2021).  
10  Diskominfo Tahun 2020. (Diakses pada 27 Juli 2021).  
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serta bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pada masa Covid-

19 ini proses BPNT sedikit terjadi perubahan pada bagian anggaran, dimana 

terjadinya penambahan anggaran yang awalnya Rp.110.000 menjadi 

Rp.200.000. Hal itu dikarenakan pada masa Covid-19 ini masyarakat jadi 

terbatas untuk mencari nafkah sehingga terjadilah penambahan anggaran 

tersebut. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan 

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Setui Kecamatan 

Baiturrahman Kota Banda Aceh.  

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa 

masalah yang dijadikan bahan penelitian selanjutnya.  

1. Perubahan program Beras Sejahtera (RASTRA) kepada program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mempengaruhi tata cara 

pelaksanaannya karena adanya pembaharuan serta bagaimana 

memperbaiki sistem yang terdahulu. Maka peneliti melihat sejauh mana 

efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai.  

2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana 

mekanisme penyaluran yang diterapkan oleh pihak-pihak yang 

memiliki wewenang dalam program Bantuan Pangan Non Tunai serta 

apakah mekanisme penyalurannya mematuhi protokol kesehatan.  
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1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong Setui 

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?   

2. Bagaimana mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non 

Tunai di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?  

3. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penyaluran BPNT 

untuk masyarakat?  

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong 

Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.  

2. Untuk mengetahui proses mekanisme penyaluran program Bantuan 

Pangan Non Tunai di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota 

Banda Aceh.  

3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam penyaluran BPNT 

untuk masyarakat.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

kajian pengembangan mengenai kesejahteraan sosial yang menjadi 

bagian dari pendidikan non formal serta dapat mengaplikasikan ilmu 

yang didapat selama kuliah, sehingga mendapatkan suatu pengalaman 

antara teori dan kenyataan.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana publik yang ada 

di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, 

mengenai pelaksanaan dan efektivitas program BPNT agar dapat 

berjalan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan sosial.  

1.6. Penjelasan Istilah  

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu 

peneliti menjelaskan definisi istilah tersebut untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami penelitian ini. 

1. Efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran yang menyatakan 

sebarapa target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi 

efektivitasnya.11 Jadi efektivitas itu ialah melihat tercapainya tujuan 

                                                 
11  Anggaryni Lisa dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya 

Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo, Uwasi Inspirasi Indonesia, 2018),  

hal. 13  
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atau tidak. Apabila suatu program yang tujuannya tercapai dengan 

sangat baik maka dapat dikatakan bahwa program tersebut sudah 

efektif.  

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program yang dibentuk 

oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyakat dalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari.12 Program ini adalah bantuan pangan dalam 

bentuk non tunai yang berasal dari pemerintah untuk masyarakat miskin 

yang biasanya disebut KPM. Program BPNT ini disalurkan sebulan 

sekali.  

3. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah penduduk dengan kondisi 

social ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.13 Keluarga yang 

menerima program BPNT disebut dengan Keluarga Penerima manfaat 

(KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. 

4. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah kartu yang dikeluarkan oleh 

pihak pemerintah untuk mayarakat miskin. Sebelum KKS, nama kartu 

ini ialah Kertu Pelindung Sosial (KPS). Kartu Pelindung Sosial ini 

berbentuk tunai sedangkan KKS sudah berbentuk nontunai. Untuk 

memiliki kartu keluarga sejahtera ini harus mengikuti proses registrasi 

dan atau distribusi KKS dengan cara tim koordinasi bansos pangan 

kabupaten/kota dan bank penyalur mempersiapkan pelaksanaan 

distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan. 

                                                 
12    Yunus Eko Yudianto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di 

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jurnal Reformasi. Vol 9(2), 2019, hal. 139 
13   Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum 

Bantuan Pangan Non-Tunai 2017, hal. 10-12  
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Kemudian tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota 

menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya 

pada program BPNT serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa 

oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS, kemudian sarana 

pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media salah satunya 

seperti informasi pada papan pengumuman dan yang terakhir yaitu 

dikhususkan pada perangkat desa dan tenaga pelaksana BPNT untuk 

memastikan KPM hadi pada saat pelaksanaan distribusi KKS.14 

5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan 

kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, 

dan/atau Dinas Sosial kabupaten/kota untuk membantu 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah 

penugasan di kecamatan.15 Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 

berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat satu 

orang TKSK. 

1.7. Metode Penelitian  

1.7.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk 

                                                 
14    Pedoman Umum Bantuan Pangan Non tunai, 2019.  
15  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hal. 3 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.16  

1.7.2. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah sebuah bentuk dari pemusatan konsentrasi 

sebagai petunjuk arah dalam suatu penelitian, pada saat proses 

mengumpulkan dan mencari data atau informasi serta sebagai petunjuk dalam 

membuat pembahasan maupun penganalisaan sehingga penelitian tersebut 

mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang diinginkan.  

Fokus penelitian di sini adalah bagaimana cara peneliti melihat 

efektivitas pelaksanaan dan mekanisme penyaluran program BPNT. Dengan 

mengacu pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1.  

Fokus Penelitian 

 

Dimensi Indikator Sumber 

Efektivitas 

pelaksanaan  

a. Ketepatan dalam 

menentukan jumlah 

penerima 

b. Ketepatan dalam 

menentukan harga 

c. Ketepatan dalam 

penentuan waktu  

d. Ketepatan-ketepatan 

sasaran  

e. Ketepatan 

administrasi  

f. Ketapatan kualitas 

Permensos Nomor 20 

Tahun 2019 

Mekanisme 

Penyaluran 

a. Penyaluran dana 

BPNT oleh Bank 

Penyalur  

b. Penyaluran dengan 

memindahbukukan 

dana BPNT dari 

Permensos Nomor 20 

Tahun 2019 

                                                 
16    Lexy Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Karya, 2007), hal. 4 
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rekening Kemensos 

di Bank penyalur ke 

rekening KPM 

BPNT  

c. Pemindahbukuan 

dana BPNT 

dilakukan paling 

lambat 30 hari sejak 

dana di transfer dari 

kas Negara ke 

rekening Kemensos 

di bank penyalur  

d. Penyaluran BPNT 

dilakukan sesuai 

dengan ketentuan 

Permensos Nomor 20 

Tahun 2019 

Hambatan dan 

Tantangan 

a. Faktor Eksternal  

b. Faktor Internal 

Permensos Nomor 20 

Tahun 2019 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa peneliti ingin meneliti mengenai 

efektivitas pelaksanaan dan mekanisme penyaluran BPNT. Pada dimensi 

efektivitas pelaksanaan terdapat enam indikator yaitu (1) ketepatan dalam 

menentukan jumlah penerima yang maksudnya adalah apakah dalam satu 

gampong adanya penentuan kuota penerima dan kuota itu terpenuhi, lebih 

atau bahkan kurang; (2) Ketepatan dalam menentukan harga maksudnya 

adalah harga yang sudah ditetapkan apakah cukup atau sesuai dengan 

sembako yang dibagikan; (3) ketepatan dalam penentuan waktu, maksudnya 

adalah penyaluran BPNT itu dilakukan sebulan sekali, apakah akhir bulan 

atau di awal bulan, tepat atau tidak di salurkan pada waktu tersebut; (4) 

ketepatan-ketepatan sasaran yang dimana disini peneliti melihat bahwa 

penerima BPNT itu layak atau tidak mendapatkan BPNT, tepat sasaran atau 
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tidak program BPNT ini di salurkan; (5) ketepatan administrasi, di sini 

melihat bahwa administrasi proses penerima BPNT memiliki tahap yang 

bagaimana serta melihat apakah adanya hambatan pada saat proses 

administrasi berlangsung; (6) ketepatan kualitas, di sini melihat kualitas 

barang yang didapatkan oleh penerima, layak dibagikan atau tidak, sehingga 

ini menjadi tantangan untuk e-warong agar menyediakan barang dengan 

kualitas yang baik. 

Kemudian, pada dimensi mekanisme penyaluran juga terdapat empat 

indikator yaitu (1) proses penyaluran dana BPNT yang dilaksanakan oleh 

Bank penyalur, disini melihat apakah dana yang yang dikirim oleh bank 

penyalur sesuai atau tidak; (2) proses pemindahbukuan dari rekening 

kemensos ke rekening KPM, tahap ini melihat dana yang masuk ke rekening 

KPM sudah sesuai tanggal atau belum; (3) rentang waktu pemindahbukuan 

dana BPNT dari kas Negara ke rekening kemensos di bank penyalur, disini 

melihat rentang waktu proses pemindahbukuan berapa lama sehingga dana 

untuk penerima BPNT bisa diterima tepat waktu atau tidak; (4) proses 

penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan Permensos Nomor 20 Tahun 

2019, disini melihat proses penyaluran program BPNT sudah sesuai aturan 

atau belum.  

Dan yang terakhir yaitu, pada dimensi hambatan dan tantangan 

memiliki dua indikator yaitu (1) faktor eksternal tahap ini melihat apa saja 

yang menjadi hambatan; (2) faktor internal, melihat apakah yang menjadi 

tantangan dalam penyaluran program BPNT ini. Dan untuk melihat indikator-
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indikator tersebut maka harus berpedoman pada Permensos Nomor 20 Tahun 

2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.  

1.7.3. Lokasi Penelitian  

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan di 

mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Setui 

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Gampong Seutui memiliki lima 

dusun yaitu dusun Kulu, dusun Glee Gurah, dusun Kerinci, dusun Seulawah 

dan dusun Sibayak.  

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut: 

Pertama, karena sebelum adanya BPNT masyarakat lebih dulu mendapatkan 

program Rastra yang ternyata memiliki banyak masalah, sehingga diganti 

dengan program baru yaitu BPNT yang kemudian membuat peneliti ingin 

melihat apakah program BPNT ini sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Kedua, ketika seluruh dunia diterpa wabah virus Covid-19, maka peneliti 

memilih melakukan penelitian di wilayah tempat tinggal dikarenakan 

mengingat untuk mengakses data dapat lebih mudah dan juga untuk 

melindungi diri dari virus Covid-19 serta dapat menghentikan mata rantai 

penularan virus Covid-19. Ketiga, jarak tempat tinggal dengan lokasi 

penelitian sangat dekat, kemudian lebih mudah dijangkau serta ekonomis. 

Ketiga, Gampong Setui merupakan salah satu gampong yang menerima 

program BPNT.  
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1.7.4. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan dari 

mana sumber data tersebut berasal. Menurut Lofland dalam Moloeng, sebuah 

penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata serta tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.17 Untuk memperoleh 

sumber data yang berkaitan dengan yang akan diteliti, maka peneliti 

menggunakan dua sumber data sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau 

sumber utama di lokasi penelitian melalui instrument wawancara dan 

observasi.18 Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data 

dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

informan terkait hal yang ingin diteliti. Data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau 

peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini 

disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan jawaban 

yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi informan 

adalah Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemilik e-

waroeng, dan masyarakat penerima BPNT. Pemilihan tersebut 

berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh informan dan terlibat 

langsung dalam proses penelitian.  

                                                 
17    Lexy J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 157  
18    Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung, Alfabeta. 2015),  

hal. 187  
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b. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber 

lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara 

pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan 

dokumentasi.19 Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung 

kelapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari 

media masa, undang-undang/peraturan dan dokumen. Dalam penelitian 

ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan 

dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain sebagainya sebagai 

sumber data sekunder peneliti. 

1.7.5. Informan Penelitian 

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara 

sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili 

karakteristik-karakteristik dalam penelitian.20  

Dengan demikian hakekat tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan 

informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti 

mempelajari isu-isu yang ada sehingga memenuhi syarat good informants 

yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat 

berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggungjawab dan 

                                                 
19  Uber, Metodelogi Penelitian Sosial, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hal. 291 
20  Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung, Alfabeta, 2016),  

hal. 107 



18 

 

 

 

memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia 

membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.  

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk 

data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang 

yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan yang berperan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling.  Menurut Sugiyono 

menyebutkan bahwa “purposive sampling adalah sampel yang diambil 

berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih 

representative”.21 Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 7 

(tujuh) orang yaitu:  

Tabel 1.2.  

Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah Alasan 

1 Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan 

(TKSK) 

1 Orang Karena TKSK 

ialah sebagai tim 

yang memiliki  

kewenangan 

secara 

keseluruhan dan 

terlibat dalam 

pelaksanaan dan  

penyaluran 

program BPNT  

2 Pemilik e-waroeng 1 Orang Karena e-warong 

ini ialah warung 

yang sudah 

bekerja sama 

dengan bank 

tertentu yang 

ditunjuk oleh 

pemerintah dalam 

penyaluran BPNT  

                                                 
21  Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung, Alfabeta, 2015),  

hal. 85 
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3 Masyarakat Penerima 

BPNT di Gampong 

Setui 

5 Orang (sesuai 

jumlah dusun) 

Masyarakat yang 

memang 

menerima 

program BPNT, 

khususnya 

disetiap dusun 

pada gampong 

Seutui 

Jumlah 7 Orang  

Sumber: Data di atas Tahun 2021  

 

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:  

a. Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Mengamati subjek serta 

objek penelitian untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi 

atas suatu kejadian. Dengan adanya observasi ini maka peneliti 

mengetahui kondisi yang sebenarnya.22 Observasi meliputi: place, 

people, and process.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati masyarakat seperti apa yang 

layak menerima program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari bentuk rumah 

masyarakat penerima BPNT yang semi permanen, sehingga peneliti 

dapat memahami kondisi yang sebenarnya.   

b. Wawancara adalah kegiatan tanyajawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang 

yang diwawancarai disebut interviewe. Metode wawancara bisa 

                                                 
22  Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung, Alfabeta, 2016),  

hal. 131  
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dilakukan secara langsung (personal interview) maupun tidak langsung 

(telephone atau mail interview).23 

Wawancara mendapatkan informasi atau data langsung dari responden 

atau face to face dengan mengadakan tanyajawab dengan beberapa 

informan seperti stakeholder yang dianggap mengetahui banyak 

mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini sebagai sumber data. Disini peneliti mewawancarai 

langsung informan yang sudah ditentukan sebelumnya.  

c. Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka 

dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara menjadi lebih kredibel kalau 

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.24 Dokumen 

dalam penelitian ini berupa: profil desa, data penerima BPNT, buku 

pedoman BPNT, dan dokumen lainnya seperti RPJMG.  

1.7.7. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

                                                 
23  Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung, Alfabeta, 2016),  

hal. 137 
24   Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D, (Bandung, Alfabeta Surono, 2011), Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik, 

2010, hal.  213.  
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terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai 

setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti mengajukan pertanyaan 

lagi, sampai kepada tahap yang peneliti rasa sudah diperoleh data yang 

kredibel.  

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah 

sebagai berikut:25  

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.  

2. Penyajian Data (Display)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa 

                                                 
25   Miles Dan Hubermen, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992), 

hal.  16 
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yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penalty kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Jurnal Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi yang berjudul 

“Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) 

dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, 2018. Metode yang digunakan 

dalam jurnal ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan 

pelaksanaan program RASTRA dan BPNT belum maksimal dalam hal seperti 

ketepatan sasaran. Kurang sosialisasi dan juga e-warong yang masih sedikit.26  

Jurnal Risnandar dan Aditya Wisnu Broto yang berjudul “Implementasi 

Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia”, 2018. Metode yang 

digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yang bersifat analisis 

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi program BPNT di 

Indonesia sudah menunjukkan efektivitas dan efisiensi Program, KPM sudah 

mulai puas akan program BPNT karena bisa membeli bahan makanan dengan 

kualitas yang cukup, namun bahan pangan belum optimal, jaringan internet 

yang masih belum terjangkau, masih belum paham penyaluran BPNT ke e-

warong karena kurang sosialisasi dan pemantauan dari Dinsos.27  

Jurnal Rohana Tiara, Mardianto yang berjudul “Efektivitas Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”, 2019. Metode yang 

                                                 
26  Rachman, Benny, dkk, Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera 

(RASTRA) dan Bantuan Pangangan Non Tunai (BPNT), Analisis Kebijakan Pertanian Vol 

16 No 1, 2018.  
27  Risnanda dan Aditya Wisnu Broto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di 

Indonesia, Sosio Konsepsia Vol 7 No 3, 2018. 
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digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian campuran (mix method). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT di kota 

Palembang belum efektif. Dikatakan belum efektif karena telah 

membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang sudah 

berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dan 

hambatan. Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut 

hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan 

program yang ada di Dinas Sosial kota Palembang dan kurangnya sumber 

daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya 

program BPNT.28  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada 

fokus di dalam penelitian, dan pada jenis penelitian peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus 

penelitian peneliti pada pelaksanaan program BPNT di Gampong Setui 

Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.  

2.2. Teori Efektivitas  

2.2.1. Pengertian Efektivitas  

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata ‘efek’ dan digunakan 

dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 

sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan lain kata sasaran 

                                                 
28  Tiara, Rohana dan Mardianto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota 

Palembang, Demography Journal Of Sriwijaya (DeJos) Vol 3 No 1, 2019. 
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tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut Steers mengemukakan 

bahwa, “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu 

sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan 

sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa 

memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”29  

Pengertian efektivitas menurut Abdurrahmat dalam buku organisasi 

dan manajemen sumber daya manusia, efektivitas adalah pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 

waktunya.30 Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut 

Sondang P. Siagian , efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. 

Menurut Bernard dalam Aswar Annas, efektivitas adalah pencapaian sasaran 

yang telah disepakati atas usaha bersama.31 

Keberhasilan suatu tujuan atau pencapaian diukur juga oleh konsep 

efektivitas, apa yang dimaksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan 

pendapat di antara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi 

maupun praktisi.  

“efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 

mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata 

efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki 

                                                 
29   Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta, PPM, 1985), hal. 87 
30   Abdurrahmat Fathoni, Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung, 

Rinjani, 2003), hal. 92  
31  Aswar Annas, Interaksi pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan, (Makassar, 

Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74 
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dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu 

efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan 

penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.”32 

 

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena 

keduanya meiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan 

kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian 

perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung 

dihubungkan dengan pencapaian tujuan.  

Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu 

tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah 

suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi 

dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata 

lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan 

dianggap efektif.  

Adapun pemahaman terhadap ukuran efektivitas yang digunakan 

dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong 

Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana pendapat 

Makmur melakukan efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan 

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:  

                                                 
32   Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapat dan Anggaran, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 

2011), hal. 170 
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1. Ketentuan penentuan waktu, yang tepat menciptakan efektivitas 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

2. Ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam memilih 

suatu pekerjaan, metode, benda dan lain sebagainya. 

3. Ketepatan dalam menentukan tujuan, suatu organisasi berusaha 

untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya 

dan biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis 

yang sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi.  

4. Ketepatan-ketepatan sasaran, bahwa tujuan lebih berorientasi 

kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran 

lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat 

operasional.33 

2.2.2. Jenis-Jenis Efektivitas  

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, 

dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok dan organisasi 

sebagaimana yang di dasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, 

Ivancevich dan Donnely dalam Evi Suryani antara lain:34 

 

 

 

                                                 
33  Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung, PT Refika Aditama, 

2011), hal. 7 
34   David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnely, Organisasi dan Manajemen, Perilaku 

Struktur Proses, (Jakarta, Erlangga, 1997), hal. 25-26 
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1. Efektivitas Individu  

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi 

individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau 

anggota dari organisasi.  

2. Efektivitas Kelompok  

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling 

bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok 

merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.  

3. Efektivitas Organisasi  

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan 

kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu 

mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada 

jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.  

2.3. Teori Organisasi  

2.3.1. Pengertian Organisasi 

Secara teoritis organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa 

Yunani yang berarti alat, definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh 

para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun ada beberapa 

pemahaman terhadap landasan teori organisasi sebagaimana pandangan 

Robbins dalam Mahyuddin, dkk menyebutkan bahwa “Organisasi adalah 

kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif 
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terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok 

tujuan.”35 

Pada dasarnya organisasi merupakan suatu hubungan manusia satu 

dengan manusia lain, namun di zaman yang modern ini kata organisasi di 

artikan juga suatu organisasi atau suatu proses dalam melakukan suatu tujuan 

untuk kepentingan bersama. Dalam teori organisasi bila merujuk pada 

pandangan Aristoteles dalam Suadi menyebutkan bahwa “Keadilan legal 

yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang 

berlaku”36. Dalam kalimat tersebut berarti semua orang harus dilindungi dan 

tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu, karena keadilan 

legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat 

dengan negara.  

Demikian pula dengan organisasi sebagaimana pendapat Sondang P. 

Siagian, menyebutkan sebagai berikut: 

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau 

lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka 

pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang 

mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan 

seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.”37 

 

Dalam pengertian yang lain terhadap organisasi banyak uraian yang 

dilakukan para ahli sebagaimana menurut Malayu S.P Hasibuan, 

menyebutkan bahwa “Organisasi ialah suatu system perserikatan formal, 

                                                 
35  Mahyuddin dkk, Teori Organisasi, (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 72 
36  Suadi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 

hal. 27 
37   Raba Nathaniel, Pengantar Bisnis, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 83 
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berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerjasama dalam 

mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.38  

Dalam perkembangan organisasi yang dikembangkan secara 

menyeluruh memiliki tujuan tertentu dari organisasi bersangkutan, oleh 

karena itu tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh 

anggota organisasi. Secara formal tujuan organisasi adalah arah atau sasaran 

yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola (network), kebijakan 

(policy), strategi, anggaran (budgeting) dan peraturan yang telah ditetapkan. 

Pada dasarnya makna tujuan organisasi bagi anggota organisasi yang terdiri 

atas pimpinan dan staf merupakan sarana untuk merealisasikan keterampilan, 

pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Sementara itu 

tujuan organisasi bagi pemilik dan pendiri organisasi dimaknai sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja para anggotanya.39 Struktur 

organisasi sangat diperlukan pada proses implementasi suatu kebijakan 

karena salah satu factor structural paling mendasar dari suatu organisasi yaitu 

adanya Standard Operating Prosedures (SOP). Gampong merupakan 

organisasi terkecil dalam tatanan pemerintahan.  

Struktur organisasi desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa. Pada pasal kedua dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah 

                                                 
38   Arie Ambarwati, Perilaku dan Teori Organisasi, (Malang, Media Nusa Kreatif, 2018),  

hal. 1-2 
39    Eliana Sari, Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi), (Jakarta, Jayabaya University Press, 

2006), hal. 2 
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Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari 

Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis.  

2.4. Konsep Penerapan/Implementasi  

2.4.1. Pengertian Penerapan/Implementasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah 

perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan 

maksud untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Salah satu unsur dari 

penerapan/implementasi yaitu adanya program yang dijalankan atau 

dilaksanakan.  

Menurut Usman dalam I Gusti Ayu Purnamawati, penerapan 

(implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.40 

2.4.2. Penerapan Kebijakan  

Shore dan wright dalam Amri Marzali menyatakan bahwa 

kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk 

dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards dan sanctions. Secara 

instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented 

untuk menyelesaikan masalah. Pandangan Ervin dalam Amri Marzali, 

kebijakan adalah cetak biru tindakan (blueprint for action), yang 

                                                 
40   I Gusti Ayu Purnamawati, Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM, 

(Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 211 
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mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak 

keputusan tersebut. Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, 

pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi 

terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak 

yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).41  

Menurut Wahab dalam Alexander Phuk Tjilen memandang 

kebijakan sebagai: suatu tindakan yang banyak mengarah pada tujuan yang 

diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam lingkungan 

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 

mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang diinginkan.42  

Pandangan di atas menandakan bahwa suatu kebijakan publik 

dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

publik, atau menjalankan suatu tujuan tertentu. Pada saat pemerintah 

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik adalah suatu 

ketetapan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, 

melaksanakan kegiatan tertentu atau meraih tujuan tertentu yang 

dilaksanakan oleh instansi yang terkait dalam proses menyelenggarakan 

fungsi pembangunan dan pemerintahan.  

                                                 
41   Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012), 

hal. 20  
42   Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik 

(Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung, (Bandung, 

Nusamedia, 2020),  hal. 12  
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Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sebuah kebijakan 

publik yang diputuskan oleh pemerintah merupakan rangkaian keputusan 

yang dibuat untuk mencapai suatu tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik atau untuk mencapai tujuan 

kebijakan tertentu tanpa menimbulkan gejolak yang mengarah kepada 

munculnya pertentangan atau penolakan terhadap kebijakan itu dan semua 

pihak dapat menerimanya.43  

Namun, dalam implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan akan 

semakin menjadi sesuai dan berhasil dengan tujuan kebijakan ketika 

dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintah yang mempunyai 

kemampuan dalam memberdayakan sumber daya dalam penerapan kebijakan 

publik, seperti yang dikemukakan oleh Edward III sebagai berikut: 

“sumber-sumber dalam implementasi kebijakan tidak akan efektif 

bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk 

dengan sumber-sumber yang dimaksud adalah staf yang cukup jumlahnya 

dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, 

informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, 

dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, dan 

wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.” 

Sebuah aturan atau kebijakan yang sudah direncanakan pasti 

memiliki tujuan ataupun target yang ingin diraih dan agar dapat mengetahui 

                                                 
43   Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik 

(Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung, (Bandung, 

Nusamedia, 2020), hal. 13  
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apakah target yang sudah direncanakan tersebut telah dijalankan maka 

kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi 

kebijakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang 

bertujuan untuk meraih tujuan selayaknya yang sudah direncanakan dalam 

kebijakan. Dalam kebijakan publik perbuatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah sangat erat kaitannya dengan sistem, prosedur dan mekanisme 

serta kemampuan para aparatur birokrasi publik di dalam menafsirkan dan 

menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan keinginan yang ini diraih 

dapat terwujudkan di dalam kenyataan.  

Sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah lebih atas 

cenderung bersifat umum sebagai pedoman, arahan, dan panduan yang 

memberi wewenang kepada perangkat lebih bawah untuk melaksanakannya 

di lapangan dengan melakukan penjabaran-penjabaran lebih rinci sesuai 

dengan karakteristik permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, 

suatu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah lebih atas, 

implementasinya akan efektif manakala pemerintah yang lebih bawah 

menaruh perhatian serius dan mampu secara cepat menerima, memahami 

serta selanjutnya merumuskan langkah-langkah strategis lebih lanjut baik 

dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang hasilnya dapat memberi 

perubahan pada aktivitas masyarakat.44 

                                                 
44   Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik 

(Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung, (Bandung, 

Nusamedia, 2020), hal. 25 
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Pada intinya implementasi kebijakan sudah direncanakan berupa 

bentuk program dan kegiatan yang merupakan langkah-langkah yang menjadi 

landasan hukum agar secepat mungkin dijalankan sehingga dapat 

memberikan dampak yang baik secara nyata ataupun administratif pada 

masyarakat.  

2.5. Konsep BPNT  

2.5.1. Pengertian BPNT  

Program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban 

masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di Negara lain dengan istilah Non 

Cash Food Assistance Program. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya 

membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada 

masyarakat miskin.45 

Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah 

bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang 

elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan 

KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong. Untuk daerah dengan 

akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT diatur lebih lanjut sesuai 

dengan kebijakan pemerintah.46 

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan 

                                                 
45   Yunus Eko Yudianto, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di 

Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, Jurnal Reformasi. Vol 9(2), 2019, hal. 139. 
46  Kemensos RI, Pedoman Umum BPNT, 2019, hal. 7 
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sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan 

program BPNT, maka Menteri Sosial telah menetapkan Permensos Nomor 20 

Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Pemerintah sangat mendukung program BPNT, karena mampu mengurangi 

beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan 

sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, 

meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta 

mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.  

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat mekanisme khusus untuk 

wilayah kabupaten yang sesuai dengan penilaian tim pengendalian dan 

diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian 

Sosial. 

2.5.2. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran BPNT 

Dalam mekanisme pelaksanaan BPNT, tahap pertama yang harus 

dilalui adalah koordinasi pelaksanaan dimana koordinasi dilakukan untuk 

memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, 

serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tahap kedua yaitu penyiapan 

data KPM yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi 

Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Tahap ketiga yaitu 

pembukaan rekening kolektif oleh Bank Penyalur untuk Bantuan Pangan dan 

pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Dan tahap keempat yaitu 

persiapan e-warong, setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing 

gampong dari kementerian sosial, Bank Penyalur bersama pemerintah 
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kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen 

bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.47  

Kemudian mekanisme penyaluran bantuan terdiri dari (1) proses 

penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan 

biaya; (2) proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana 

BPNT dari rekening kementerian sosial di Bank Penyalur ke rekening wallet 

KPM BPNT; (3) pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari 

kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas Negara ke rekening 

kementerian sosial di Bank Penyalur; (4) penyaluran dana BPNT ke dalam 

rekening wallet KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dan; 

(5) proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.48  

2.6. Kerangka Pemikiran  

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang 

menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian.49 Selain itu, kerangka 

berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap 

masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Pemaparan kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat melalui bagan 2.7. yang akan peneliti paparkan sebagai 

berikut: 

                                                 
47  Kemensos RI, Pedoman Umum BPNT, 2019, hal. 28-44 
48  Kemensos RI, Pedoman Umum BPNT, 2019, hal. 78-79 
49  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Dengan Metode R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hal. 65  
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Gambar 2.6. Kerangka Pikir 

 

 

Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 

Tentang Penyaluran Bantuan Pangan 

Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) 

Indikator-Indikator 

yang digunakan 

untuk melihat 

efektivitas 

pelaksanaan BPNT 

melalui Permensos 

Nomor 20 Tahun 

2019 yaitu (1) 

ketepatan dalam 

menentukan jumlah 

penerima; (2) 

ketepatan dalam 

menentukan harga; 

(3) ketepatan dalam 

penentuan waktu; (4) 

ketepatan-ketepatan 

sasaran; (5) 

ketepatan 

administrasi; (6) 

ketepatan kualitas. 

Indikator-indikator 

yang digunakan 

untuk melihat 

hambatan dan 

tantangan BPNT 

melalui Permensos 

Nomor 20 Tahun 

2019 yaitu (1) 

faktor eksternal; (2) 

faktor internal 

1. Tidak akan terjadinya salah sasaran 

dalam menyalurkan bantuan  

2. Proses pelaksanaan BPNT menjadi 

lebih tepat waktu 

Indikator-Indikator 

yang digunakan 

untuk melihat 

mekanisme 

penyaluran BPNT 

melalui Permensos 

Nomor 20 Tahun 

2019 yaitu (1) proses 

penyaluran dana 

BPNT dilakukan 

oleh bank penyalur; 

(2) pemindahbukuan 

dari rekening 

kemensos ke 

rekening KPM; (3) 

rentang waktu 

pemindahbukuan 

dari kas Negara ke 

rekening kemensos; 

(4) proses 

penyaluran sesuai 

dengan aturan 
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Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diamanatkan 

dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. 

Program BPNT ini adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial yang 

kemudian tersebar di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Negara Indonesia. 

Salah satunya yaitu provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang mulai 

menjalankan program BPNT sejak tahun 2018. Pemerintah mendukung program 

ini karena mampu mengurangi beban masyarakat miskin.  

Namun, agar program BPNT ini dapat berjalan dengan lancar maka perlu 

adanya indikator-indikator untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan 

program BPNT itu berjalan. Beberapa indikator tersebut yaitu seperti ketepatan 

dalam menentukan jumlah penerima, ketepatan dalam menentukan harga, ketepatan 

dalam menentukan waktu, ketepatan-ketepatan sasaran, ketapatan administrasi 

ketepatan kualitas serta masih banyak indikator lainnya. Sehingga, dengan 

memperhatikan indikator-indikator tersebut maka tidak terjadinya salah sasaran 

dalam penyaluran bantuan dan proses pelaksanaan BPNT menjadi lebih tepat 

waktu.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

3.1. Deskripsi Gampong Seutui  

Gampong Seutui merupakan salah satu gampong yang memiliki letak yang 

sangat strategis di kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Secara historis 

berdasarkan cerita orang tua di gampong di lokasi halaman mushalla Nurul Iman 

(Kantor Keuchik Gampong Seutui dulu) terdapat sebuah pohon sentul yang sangat 

besar, yang dalam Bahasa Aceh diucapkan “Seutui” sehingga dikarenakan riwayat 

tersebut itulah masyarakat menamakan daerah ini dengan gampong seutui.  

 

Gambar 3.1. Peta Kota Banda Aceh 2009-2029 

Gampong Seutui merupakan gampong yang terletak di wilayah kecamatan 

Baiturrahman dengan luas wilayah 32,63 Ha, dengan batas-batas sebelah utara 

berbatasan dengan gampong Sukaramai, sebelah selatan dengan gampong 

Lamlagang, sebelah timur berbatasan dengan gampong Neusu Aceh dan Neusu 

Jaya dan sebelah barat berbatasan dengan gampong Punge Blang Cut. Jumlah dusun 
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yang ada di gampong Seutui terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu (1) dusun Sibayak, 

(2) dusun Seulawah, (3) dusun Glee Gurah, (4) dusun Kulu dan (5) dusun Kerinci.  

Dari kondisi fisik dasar gampong dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan, 

gampong Seutui dengan luasnya 32,63 Ha dikelompokkan kedalam 6 (enam) 

bagian utama yang merupakan bagian dari luas keseluruhan gampong Seutui 

kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh.  

Tabel 3.1.  

Kondisi Fisik Dasar Gampong dari segi Pemanfaatan Lahan  

 

No Pemanfaatan Lahan  Luas (Ha) 

1 Perumahan/Pemukiman  17,68 

2 Pertokoan/Perdagangan dan Jasa  11,66 

3 Taman Terbuka Hijau  1,00 

4 Asrama/Panti Asuhan 1,60 

5 Masjid dan Mushalla  0,66 

6 Komplek Perkantoran  0,03 

 Total Luas Pemanfaatan Lahan  32,63 

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020  

 

Bentuk permukaan jalan utama antar gampong yang melalui gampong Seutui 

sudah dalam bentuk pengaspalan. Permukaan tanah dari gampong berbentuk rata 

dan dengan struktur dasar tanah berupa tanah merah. Gampong Seutui secara 

geografis diapit oleh dua buah sungai, yaitu sungai/Krueng Daroy dan 

sungai/Krueng Doi. Selama ini dalam berbagai kondisi iklim/cuaca yang terjadi 

gampong Seutui relative aman dan menjadi daerah yang padat penduduknya karena 

letaknya yang sangat strategis.  

Kondisi sosial ekonomi merupakan gampong yang berada dalam wilayah 

administratif kecamatan Baiturrahman, yang dominan dipengaruhi dengan 

kebudayaan perkotaan, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya 

masih kental dalam kehidupan kemasyarakatan di gampong Seutui.  
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Tabel 3.2.  

Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Seutui  

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 235 

2 Karyawan Swasta  202 

3 Pedagang  227 

4 Wiraswasta  411 

5 TNI/Polri 52 

6 Buruh 103 

7 Dokter 16 

8 Mahasiswa 163 

9 Pelajar 452 

10 Dosen/guru 49 

11 Jasa 332 

12 Belum bekerja 431 

13 Lainnya 685 

Jumlah  3358 

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020  

 

Kondisi demografis gampong Seutui, jumlah penduduk pada per 1 januari 

2020 berjumlah 3.358 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1.646 

jiwa dan perempuan sejumlah 1.712 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup 

dalam 1.016 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 103 

jiwa/km2. Sedangkan jarak gampong Seutui dengan pusat pemerintahan kecamatan 

dan pemerintahan Kota Banda Aceh adalah sekitar 1 km.  

Menyangkut potensi gampong, Sumber daya Manusia (SDM), rata-rata 

penduduk gampong Seutui sudah menamatkan pendidikan jenjang SLTA dan 

sebahagian besar sudah mengecap pendidikan sampai SLTA, S1 bahkan S2 (Pasca 

Sarjana) serta S3. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi besar yang menjadi motor 

penggerak pembangunan di gampong. Gampong Seutui menuju kearah percepatan 

pembangunan sekarang dan masa yang datang. Mengenai sumder daya alam (SDA) 

seperti yang telah diuraikan pada table 3.1. di atas, maka dengan luas gampong 
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hanya 32,63 Ha maka sumber daya alam yang dimiliki gampong Seutui menjadi 

terbatas. Namun sebahagian besar digunakan sebagai tempat usaha (Area 

Pertokoan) maka menjadi potensi tersendiri dalam hal usaha perdagangan dan jasa 

yang nantinya memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat gampong Seutui.  

Tabel 3.3.  

Potensi Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh  

 

Sumber Daya Jenis  Volume 

 

 

 

 

ALAM 

Sungai:  

1. Sungai/Krueng Daroy 

2. Sungai/Krueng Doi 

 

2 

Kebun masyarakat  Tidak Ada 

Sawah masyarakat  Tidak Ada  

Ladang masyarakat  Tidak Ada  

Kebun gampong Tidak Ada 

Sawah gampong Tidak Ada  

Kuburan umum (2 lokasi): 

1. Di gampong lamtadok  

2. Di gampong seutui 

 

16.150 M2 

3.500 M2 

 

 

 

 

 

 

 

MANUSIA 

Jumlah penduduk 3.358 Jiwa  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 235 Orang  

Karyawan Swasta  202 orang  

Pedagang  227 orang  

Wiraswasta 411 orang  

TNI/Polri 52 orang  

Buruh 103 orang  

Dokter 16 orang  

Mahasiswa 163 orang  

Pelajar  452 orang  

Dosen/Guru 49 orang  

Jasa  332 orang  

Belum bekerja  431 orang  

Lainnya 685 orang  

 

 

EKONOMI 

Koperasi wanita 1 kelompok  

Seutui florist (BUMG) 1 kelompok  

Kelompok Wanita Tani  1 kelompok  

Usaha Pangkas (BUMG) 1 kelompok  

Jasa mainan taman  1 kelompok  

 

 

 

Majelis taklim ibu-ibu  4 kelompok  

Majelis taklim bapak 1 kelompok  

Pengajian rutin umum  1 kelompok  
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SOSIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAL  

Pengajian tasawuf/tauhid  1 kelompok  

Balee Seumeubeut  4 kelompok  

Kelompok Marhaban 3 kelompok  

Kelompok lansia  1 kelompok  

Bina keluarga balita (BKB) 1 kelompok  

Posyandu 1 kelompok  

Kader jemantik 1 kelompok  

Forum gampong sehat  1 kelompok  

Tim penggerak PKK 1 kelompok  

Balee inong  1 kelompok  

Kepemudaan gampong  1 kelompok  

Karang taruna “Rajawali” 1 kelompok  

Kader kesehatan 1 kelompok  

Posbindu  1 kelompok  

PPKBD dan SUB PPKBD  1 kelompok  

Bina keluarga lansia (BKL) 3 kelompok  

TPA/TPQ 1 kelompok  

BKM Mesjid At Taqwa 1 kelompok  

Mesjid At Taqwa  1 unit  

 Mushalla Dusun  3 unit  

 

 

SARANA/Dan 

PRA-

SARANA 

MCK masjid dan mushalla  4 unit  

Kantor keuchik  1 unit  

Jalan antar dusun  5 km  

Jembatan beton  4 unit  

Sekolah dasar  1 unit  

Madrasah/MIN Seutui  1 unit  

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020   

 

Secara etnik, adat istiadat, kebudayaan dan keagamaan, di kehidupan 

masyarakat gampong Seutui sangatlah beragam. Hal ini salah satunya disebabkan 

karena gampong Seutui kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berada pada 

posisi di pusat pemerintahan dan perdagangan di Kota Banda Aceh, sehinga 

menjadi pilihan utama masyarakat daerah lain baik berasal dari kabupaten/kota 

dalam provinsi Aceh maupun luar Aceh untuk menetap di wilayah yang sangat 

cocok untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa.  

Kehidupan adat istiadat masyarakat gampong seutui juga masih sangat baik, 

hal ini dapat dilihat dari salah satu prosesi adat yang masih berjalan seperti salah 
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satunya pelaksanaan adat perkawinan, yang dimulai dengan adat pinangan dengan 

menggunakan perwakilan keluarga atau gampong (dalam bahasa Aceh disebut 

“Seulangke”) untuk membicarakan persyaratan yang disepakati sesuai adat dan 

hukum adat yang berlaku di pihak gampong calon istri yang dilamar. Dalam proses 

ini yang dibicarakan oleh perwakilan kedua belah pihak adalah jumlah mahar 

perkawinan yang ditentukan oleh pihak calon keluarga istri, hukum adat yang 

berlaku, waktu pelaksanaan akad nikah, waktu pelaksanaan resepsi perkawinan dan 

sebagainya.  

Tabel 3.4.  

Jumlah Penduduk Gampong Seutui berdasarkan Agama yang dianut 

 

No Jenis Agama  Jumlah (Jiwa)  

1 Islam  3.190 

2 Katolik  43 

3 Budha  98 

4 Hindu  0 

5 Kristen 27 

Jumlah  3358 

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020  

 

Sebelum menjadi gampong, gampong Seutui merupakan kelurahan, akan 

tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penghapusan kelurahan menjadi 

gampong diatur dengan qanun kabupaten/kota, bahwa dalam rangka mendorong 

peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta mendorong kemandirian gampong dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi gampong, maka perlu 

dilakukan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong di kota Banda Aceh.  
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Dasar hukum qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Syariat Islam, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-

Undangan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008, Qanun kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Sebutan Kelurahan Menjadi Gampong.  

Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa “dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk 

mukim yang terdiri atas beberapa gampong” sedangkan pasal 1 ayat (5) 

menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imuem 

mukim diatur dengan qanun Aceh yang telah dijabarkan dalam qanun kota Banda 

Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Sebutan Kelurahan Menjadi 

Gampong, pembentukan gampong, mekanisme pengisian jabatan keuchik, 

personel, asset, dokumen, pengalokasian dana gampong, hibah, bantuan dana, 

pembinaan dan pengawasan. Kelurahan-kelurahan sebagai perangkat pemerintah 

kota dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peresmian pembentukan gampong 

dan pelantikan pejabat keuchik dilakukan oleh walikota paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah qanun ini diundangkan.  
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Jelas tergambar bahwa dengan adanya deskripsi singkat terbentuknya 

gampong Seutui kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh adalah berdasarkan 

oleh qanun yang telah dikeluarkan dan diresmikan oleh pemerintah Aceh pada pasal 

267 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh tentang penghapusan desa/kelurahan menjadi gampong, yang 

secara tegas disebutkan sebagai berikut:  

1. Kelurahan di provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong 

atau nama lain dalam kabupaten/kota; 

2. Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian 

dan dokumen kelurahan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

undang-undang ini diundangkan; 

3. Pengalihan pegawai kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat ditempatkan sebagai sekretaris gampong, pegawai kecamatan, 

pegawai kabupaten/kota atau pegawai provinsi;  

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan dengan qanun kabupaten/kota;  

 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

dengan keputusan bupati/walikota atau keputusan gubernur.  

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 

2010 pada saat qanun ini mulai berlaku, sehingga semua peraturan daerah kota 

Banda Aceh tentang pembentukan kelurahan dalam kota Banda Aceh dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku lagi.  

3.2. Pelaksana BPNT  

Tenaga pelaksana BPNT adalah tenaga pelaksana sosial yang bertugas 

mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup: 

sosialisasi, registrasi, penggantian data, dan pengaduan). Tegana pelaksana BPNT 
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setidaknya terdiri dari koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, 

tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), atau pendamping sosial lainnya.50 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan 

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh 

kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial 

kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai 

lingkup wilayah penguasaan di kecamatan.51 TKSK berkedudukan di kecamatan 

dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang TKSK. 

TKSK memiliki tugas membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah 

provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tugas TKSK dilaksanakan dengan atau 

tanpa imbalan. TKSK dikoordinasikan oleh kementerian sosial, Dinas Sosial daerah 

provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota. Kemudian TKSK dapat 

bekerjasama dan menyinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dengan program pembangunan lainnya.  

Tidak hanya itu, TKSK juga memiliki fungsi yaitu (1) koordinasi, ini 

merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah 

kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan atau PSKS dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan social, koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk 

saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (2) fasilitasi, merupakan upaya untuk 

                                                 
50  Kemensos RI, Pedoman Umum BPNT, 2019, hal. 11 
51  Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 



49 

 

 

 

membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, fasilitasi ini dilaksanakan 

dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan; 

(3) administrasi, ini merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan, administrasi ini dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan, 

dan pelaporan.  

3.3. Data Penerima BPNT  

Jumlah penduduk di Gampong Seutui sebesar 3.358 jiwa. Mereka bertempat 

tinggal di 5 wilayah dusun di gampong tersebut, dengan persebaran yaitu dusun 

Kulu, dusun Glee Gurah, dusun Kerinci, dusun Seulawah, dan dusun Sibayak. 

Berdasarkan data pada tahun 2020 yang peneliti dapatkan dari pihak gampong, 

penerima BPNT di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 

memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 192 keluarga dari 1.016 Keluarga. Jumlah 

tersebut tersebar di kelima dusun yang ada di Gampong Seutui Kecamatan 

Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk lebih detail data dapat dilihat di lampiran 

skripsi ini.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Pada BAB ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari 

temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai 

hasil penelitian berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda 

Aceh. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan focus penelitian yang telah 

ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan 

jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini 

disajikan sebagai berikut:  

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT Di Gampong Seutui  

Efektivitas adalah adanya suatu tujuan yang telah tercapai tepat pada 

sasarannya dengan adanya proses-proses kegiatan. Maka dalam hal ini 

peneliti meneliti tentang ketepatan dalam menentukan jumlah penerima 

BPNT di gampong Seutui serta ketepatan dalam penentuan harga barang. 

Untuk hal tersebut peneliti mewawancarai pihak yang memiliki wewenang 

dalam pelaksanaan program BPNT di gampong Seutui. Pihak yang memiliki 

wewenang ini ditujukan kepada Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK).  

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu 

program yang bertujuan untuk mengurani beban masyarakat miskin dalam 

bentuk pangan. Program BPNT ada di Banda Aceh dikarenakan Kota Banda 

Aceh merupakan salah satu sasaran penanggulangan kemiskinan, maka 
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pemerintah Aceh meresmikan program BPNT tersebut di Banda Aceh tepat 

pada tahun 2018. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Tim 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman. “Program BPNT ini 

dilaksanakan di Banda Aceh pada tahun 2018”. Hal senada juga disampaikan 

oleh pemilik e-warong di gampong Seutui yang menyatakan bahwa program 

BPNT ini dilaksanakan pada tahun 2018. Proses pelaksanaan program BPNT 

ini mengikuti pedoman yang ditetapkan. 

Selanjutnya keterangan dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Baiturrahman tentang pelaksanaan program BPNT yaitu “BPNT di 

Kota Banda Aceh sudah berjalan sejak diresmikan oleh Bapak Aminullah 

Usman selaku Walikota Banda Aceh. Program ini ada karena Provinsi Aceh 

merupakan termasuk ke dalam daerah yang masih banyak masyarakat 

miskinnya”. 

Berdasarkan wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Baiturrahman, beliau menyebutkan bahwa alasan diresmikannya 

program BPNT tersebut dikarenakan Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang 

tinggi. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan masyarakat miskin bisa 

mendapat program BPNT pada Gampong Seutui berdasarkan wawancara 

peneliti dengan informan sebagai berikut “Pekerjaan penerima BPNT salah 

satunya yaitu hanya sebagai tukang cuci, dan suami yang sudah meninggal 

dunia, oleh karena itu kurangnya ekonomi sehingga beliau bisa mendapat 

program BPNT ini”. 
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Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya yang medapatkan 

program BPNT ini adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil. 

Begitu juga dengan keterangan masyarakat penerima program BPNT di 

Dusun Glee Gurah.  

Pada awalnya masyarakat penerima BPNT dari Dusun Glee Gurah ini 

hanya sebagai penerima PKH, namun karena masyarakat ini hanya 

sebagai ibu rumah tangga dan suami yang sudah almarhum, ternyata 

beliau juga mendapatkan program BPNT. Jadi sangat disyukurkan 

sekali karena masyarakat yang menerima PKH tetap bisa mendapatkan 

program BPNT, tetapi penerima BPNT belum tentu bisa mendapatkan 

program PKH.  

 

Keterangan dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Baiturrahman tentang penerima BPNT yaitu bahwasanya penerima program 

PKH bisa mendapatkan program BPNT tetapi penerima program BPNT tidak 

dapat menerima PKH. Berikut wawancara dengan TKSK Baiturrahman.  

Masyarakat yang menerima BPNT tidak bisa mendapatkan program 

PKH, tetapi jika penerima PKH masih memungkinkan menerima 

program BPNT. Hal ini dikarena kan PKH adalah Program Keluarga 

Harapan yang ditujukan untuk masyarakat yang masih mempunyai 

tanggungan, contohnya seperti adanya anak yang wajib disekolahkan, 

ini adalah salah satu yang ditujukan untuk program PKH, tetapi jika 

untuk program BPNT masyarakat yang menerima itu kriterianya yang 

mempunyai penghasilan di bawah 25% terendah di daerah pelaksanaan 

dan juga banyak ditujukan untuk masyarakat yang lanjut usia, karena 

masyarakat yang lanjut usia sebahagian besar sudah tidak memiliki  

tanggungan lagi.  

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sumber informan, faktor 

yang menyebabkan keluarga bisa menjadi penerima BPNT yaitu tergantung 

dengan penghasilan masyarakatnya seperti misalnya masyarakat yang sudah 
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lanjut usia, juga untuk masyarakat yang memiliki tanggungan anggota 

keluarga, di Gampong Seutui masyarakat dengan kriteria tersebut diambil 

keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian masyarakat 

yang menerima PKH juga bisa mendapatkan program BPNT, tetapi 

masyarakat penerima BPNT tidak dapat menerima PKH.  

Efektivitas pelaksanaan program BPNT dalam menanggulangi 

kemiskinan di Gampong Seutui berdasarkan hasil penelitian, Peneliti 

menggunakan enam indikator dalam mengukur efektivitas pelaksanaan 

program BPNT yang berlandaskan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 yaitu: 

(1) ketepatan menentukan jumlah penerima; (2) ketepatan menentukan harga 

(3) ketepatan dalam penentuan waktu; (4) ketepatan-ketepatan sasaran; (5) 

ketepatan administrasi; dan (6) ketepatan kualitas.   

4.1.1. Ketepatan Menentukan Jumlah Penerima  

Ketepatan menentukan jumlah penerima adalah indikator yang 

digunakan untuk melihat tepatnya penentuan kuota penerima dalam satu 

kecamatan, yang terdiri dari banyak gampong. Berdasarkan wawancara 

dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman, 

ketepatan dalam menentukan jumlah penerima dalam menjalankan program 

BPNT ini dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial, yang dimana TKSK juga 

tidak mengetahui bagaimana caranya proses penentuan kuota yang 

ditetapkan. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara. “Dalam hal 

mengenai masalah penentuan kuota penerima TKSK juga tidak mengetahui 

dikarenakan jumlah kuota itu ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial”.  
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Mengenai jumlah kuota penerima, TKSK tidak mengetahui berapa 

jumlah calon penerima, dikarenakan hal tersebut diatur oleh Kemensos. Hal 

senada juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT di Dusun Sibayak 

yang mengetahui banyak hal mengenai BPNT.  

Jika Menyangkut kuota penerima, hal ini bukan dari pihak gampong 

atau TKSK nya, kuota penerima ditentukan sama pusat, sehingga 

apabila masyarakat mendapatkan berita mengenai BPNT dari TKSK, 

contohnya seperti adanya penambahan kuota penerima untuk dua 

orang. Pada saat itulah baru ada penambahan penerima baru. Apabila 

tidak ada informasi maka tidak ada penambahan. Jadi kesimpulannya 

itu adalah kuota penerima BPNT ditentukan oleh pihak pusat.   

 

Dikarenakan proses penentuan jumlah kuota penerima itu diatur oleh 

Kemensos, maka terdapat adanya masyarakat yang juga belum menerima 

program BPNT tersebut yang sebenarnya layak menjadi penerima. Hal ini 

berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat penerima BPNT dari 

Dusun Kulu.  

Dusun Kulu terdapat beberapa masyarakat yang belum menerima 

program BPNT tersebut. Tetapi peneliti melihat bahwasanya ternyata 

masih ada diantaranya yang layak untuk menerima. Hal ini dikarenakan 

dari segi rumah yang semi permanen. Kemudian masyarakat yang 

tinggal sendirian dan sudah tidak memiliki tanggungan, tetapi belum 

menjadi penerima sampai sekarang, dan hal tersebut sangat 

disayangkan.   

 

Dari hasil wawancara di atas, ternyata masih terdapat masyarakat yang 

belum mendapatakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini. 

Kemudian hal di atas juga ditegaskan kembali oleh masyarakat penerima 

BPNT dari Dusun Kerinci. “Dusun Kerinci juga masih ada masyarakat yang 

belum menerima program BPNT tersebut, sementara jika diperhatikan 
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masyarakat tersebut adalah seorang janda dan lanjut usia, tetapi belum 

menerima program BPNT”.  

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan 

bahwa ketepatan dalam penentuan kuota penerima BPNT tidak ditentukan 

oleh kabupaten atau kota melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat yang 

lebih tepatnya Kemensos. Oleh karena itu dalam penentuan kuota penerima 

BPNT, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan masyarakat tidak 

memiliki wewenang sama sekali. Karena penentuan jumlah kuota penerima 

ditentukan oleh Kemensos sehingga membuat adanya masyarakat yang tidak 

mendapat program BPNT tersebut. Ini dibuktikan dengan wawancara peneliti 

dengan informan yang peneliti lakukan.  

4.1.2. Ketepatan Dalam menentukan Harga  

Ketepatan dalam penentuan harga mencakup jumlah dana yang 

diberikan kepada masyarakat penerima BPNT. Pada awal diresmikannya 

BPNT dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT adalah 

sejumlah Rp. 110.000, kemudian pada awal tahun 2020 dana yang diberikan 

sejumlah Rp. 150.000, dan kemudian pada April 2020 sampai sekarang dana 

diberikan sejumlah Rp. 200.000. Maka dalam konteks ini perlu diperhatikan 

apakah pemilik e-warong yang menentukan harga barang sembakonya atau 

tidak. Maka, tahapan penentuan harga barang yang peneliti wawancara 

dengan pemilik e-warong sebagai berikut.  

Mengenai penentuan harga barang sembako yang disalurkan, e-warong 

sama sekali tidak menentukan dana yang diberikan kepada masyarakat 

BPNT. E-warong hanya memilik tugas sebagai penyalur. Untuk 
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penentuan harga barang sembako tersebut ditentukan oleh pihak 

Kemensos. Oleh karena itu e-warong tidak punya hak untuk 

menentukan harga barang.  

 

Dapat peneliti lihat bahwa ternyata penentuan harga barang sama sekali 

tidak ditentukan oleh Dinas Sosial provinsi ataupun Kabupaten, melainkan 

diatur oleh pusat yaitu Kemensos. Hal serupa ditegaskan juga oleh 

pendamping program BPNT yaitu Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

(TKSK) Baiturrahman.  

Dalam hal penentuan harga barang sembako baik dari TKSK ataupun 

e-warong sama sekali tidak pernah menetapkan, karena hal tersebut 

sudah diatur oleh pihak Kementerian Sosial, sama halnya dengan 

penentuan jumlah kuota penerima BPNT. Jadi untuk dana yang 

disalurkan kepada penerima BPNT itu memang sudah diatur oleh 

kementerian sosial juga.  

 

Menurut keterangan di atas bahwa ketepatan penentuan harga barang 

dilakukan oleh pihak Kemensos sama halnya seperti penentuan jumlah kuota 

penerima BPNT. Kemudian dengan jumlah dana yang disalurkan saat ini 

ternyata masyarakat sudah merasa tercukupi. Seperti halnya wawancara 

dengan masyarakat penerima BPNT dari Dusun Seulawah.  

Dalam hal jumlah dana yang di transfer ke Kartu Keluarga Sejahtera itu 

sebesar Rp.200.000 dan itu sudah sangat mencukupi dan sangat 

membantu. Ini dikarenakan yang paling penting masyarakat bisa 

mendapatkan beras, apabila sudah ada beras maka masyarakat bisa 

mengolah seperti membuat nasi goreng walaupun tidak memiliki lauk 

lain, yang paling penting itu adalah sudah memiliki cita rasa.  

 

Dana Rp.200.000 sudah cukup bagi masyarakat karena hal itu sudah 

dapat membeli bahan makanan yang pokok seperti salah satunya seperti 
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beras. Begitupun dengan masyarakat penerima BPNT dari Dusun Glee Gurah 

yang juga merasa cukup dengan jumlah dana yang diterima selama ini.  

Dana Rp. 200.000 sudah sangat mencukupi, hal ini dikarenakan 

masyarakat tersebut hanya memiliki satu orang tanggungan, oleh 

karena itu dana Rp. 200.000 itu sudah cukup untuk membeli beras dan 

telur satu papan. Karena masyarakat tersebut hanya berdua dengan sang 

anak.  

 

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, ketepatan dalam penentuan 

harga yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sudah mencukupi bagi 

masyarakat penerima BPNT di Gampong Seutui.  

4.1.3. Ketepatan Dalam Penentuan Waktu  

Pada indikator ini peneliti melihat bagaimana rentang waktu proses 

penyaluran program BPNT, apakah setiap bulan sekali atau bahkan waktunya 

tidak menentu sehingga membuat masyarakat sedikit kewalahan. Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penerima BPNT dari 

dusun Kulu.  

Pernah terjadinya kemacetan, sehingga masyarakat telat mendapatkan 

sembakonya selama sampai dua bulan, sementara masyarakat 

membutuhkan sembako itu setidaknya sebulan sekali disalurkan, 

apalagi seperti beras masyarakat sangat butuh dikarenakan beras itu 

menjadi nasi dan itu adalah makanan pokok, oleh karena itu terkadang 

apabila terlambat masyarakat menjadi kesusahan dan berpikir mengapa 

dana nya belum diterima, sampai terkadang masyarakat penerima harus 

meminjam lebih dulu sama orang lain hanya untuk membeli beras 1 

bambu.  

 

 

Ternyata dalam hal penentuan waktu masih belum disiplin, masih 

sering terjadinya keterlmbatan sehingga hal tersebut dapat semakin 
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menyulitkan masyarakat penerima BPNT. Hal yang hampir sama juga 

dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Sibayak.  

Tentu pernah terjadinya macet saat penyaluran sembako tersebut, tidak 

harus dibagikan setiap bulan. Contohnya itu seperti bulan April dan Mei 

2021, saat itu masyarakat tidak mendapat sembako sama sekali, 

sehingga harus meminjam dulu ke warong yang pemiliknya dikenal 

oleh masyarakat, tetapi saat bulan Juni 2021 masyarakat malah 

mendapatkan double. Seharusnya memang masyarakat harus syukuri 

tapi karena penyaluran sembakonya macet seperti itu maka masyarakat 

bisa mengalami kewalahan. 

 

Dari wawancara di atas, TKSK juga menjelaskan bahwa untuk waktu 

pelaksanaan BPNT itu tidak di tetapkan tanggal pastinya, yang diketahui 

TKSK hanya sebatas program itu harus dibagikan sebulan sekali. Berikut 

wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu 

sebagai berikut “Dalam hal mengenai penetapan waktu penyaluran program 

ini tidak pernah ditetapkan kapan harus disalurkan. Tetapi sebenarnya setiap 

bulan sekali itu harus dibagikan, karena sembako ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk menghidupi keluarga.” 

Dari penyampaian di atas dapat kita pahami bahwa untuk ketepatan 

penentuan waktu penyaluran BPNT itu malah tidak teratur, melainkan 

seharusnya penyaluran BPNT di bagi dalam sebulan sekali agar dapat benar-

benar mengurangi beban keluarga kurang mampu. Apabila tidak adanya 

penentuan waktu tertentu, maka akan menyebabkan kesulitan untuk 

masyarakatnya yang dimana akan menyebabkan bertambahnya lagi beban 

masyarakat itu pula.  
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4.1.4. Ketepatan-Ketepatan Sasaran  

Tahap ini menjelaskan bagaimana peneliti melihat kondisi yang seperti 

apa sehingga masyarakatnya layak untuk menerima program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) tersebut. Pada saat peneliti melakukan proses observasi, 

peneliti melihat bahwasanya penerima program BPNT ini tidak memiliki 

pekerjaan yang memadai. Hal ini berkesinambungan dengan yang tertulis di 

buku pedoman umum BPNT yang dimana kriteria penerima bantuan program 

ini adalah keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25% 

terendah di daerah pelaksanaan. Kemudian saat observasi peneliti juga 

melihat kondisi rumah penerima BPNT ini yang memang dengan ukuran yang 

sangat-sangat kecil, dan juga rumahnya bisa dibilang dalam kondisi semi 

permanen. Berikut ini adalah gambar salah satu rumah dari penerima BPNT 

yang terletak di Dusun Seulawah.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.4. Rumah Penerima BPNT Di Dusun Seulawah 
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Dengan kondisi keuangan yang sangat rendah, Tim Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan (TKSK) mengatakan bahwa penerima BPNT ini memang 

sudah tepat sebagai penerima program BPNT, dikarenakan kondisi 

masyarakatnya sendiri yang cukup sulit. Hal ini sesuai dengan wawancara 

dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.  

Masyarakat di gampong Seutui ini sejauh yang TKSK lihat memang 

benar-benar layak menerima program BPNT. Karena dalam proses 

seleksi calon penerima BPNT, TKSK benar-benar memantau bahkan 

bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai masyarakat yang 

menerima tersebut. Jika memang ada calon penerima yang tidak pantas 

itu langsung TKSK diskualifikasikan namanya, dan mencari orang lain 

yang lebih layak menerima bantuan ini.  

 

Untuk gampong Seutui sendiri peneliti sudah melihat bahwa penerima 

BPNT memang benar-benar layak sebagai penerima, tidak adanya salah 

sasaran. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh masyarakat 

penerima BPNT dari Dusun Sibayak pada saat proses wawancara dengan 

peneliti.  

Di gampong Seutui sejauh ini yang mendapatkan program BPNT 

adalah masyarakat yang memang layak. Hal ini dikarenakan apabila 

memang ada salah satu calon yang kira-kira dia mampu, atau bahkan 

dulu penerima dan sekarang sudah mampu, itu langsung masyarakat 

laporkan dan namanya langsung dicoret. Jadi sejauh ini penerimanya 

memang benar-benar layak mendapat program Bantuan Pangan Non 

Tunai ini.  

 

Jadi seperti yang kita ketahui menurut uraian di atas bahwasanya untuk 

ketapatan-ketepatan sasaran penerima BPNT yang layak atau tidak, hasil 

wawancara dengan beberapa informan bahwa program Bantuan Pangan Non 

Tunai (BNT) tersebut sudah mampu mencapai sasaran yang memang layak 

menerimanya.  
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4.1.5. Ketepatan Administrasi  

Ketapatan administrasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat 

pendataan, yang terdiri dari pendataan masyarakat penerima dan apa saja 

yang diperlukan saat pendataan masyarakat penerima BPNT. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu Riani Diningsih, ketetapan administrasi dalam 

pendataan calon penerima BPNT itu memiliki beberapa persyaratan seperti 

harus penduduk di daerah pelaksanaan, fotokopi kartu tanda penduduk, 

fotokopi kartu keluarga, dan dengan penghasilan 25% terendah di daerah 

pelaksanaan. Pendataan calon penerima program BPNT ini langsung didata 

oleh TKSK Baiturrahman Hal ini seperti yang disampaikan dalam 

wawancara.  

Jika menyangkut proses pendataan tentu ada syarat-syaratnya, seperti 

penduduk di daerah pelaksana, fokotopi KTP, fotokopi KK, 

penghasilan 25% terendah di daerah pelaksana dan lain sebagainya, 

TKSK yang mendata kemudian TKSK juga yang memberikan data 

tersebut ke pihak Bank. 

 

 

Dalam hal pendataan ini peneliti dapat mengambil keputusan bahwa 

penerima BPNT ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pelaksanaan 

program. Hal lain menyangkut pendataan penerima BPNT ini juga ikut 

dijelaskan oleh TKSK Baiturrahman.  

Terkadang apabila ada masyarakat yang tidak keluar dananya, TKSK 

juga bingung pada mulanya. Tapi setelah TKSK cek ternyata data 

masyarakat ada yang salah, contohnya itu seperti salahnya penulisan 

nama antara di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sejahtera. Nah 

oleh karena hal sepele seperti itulah terkadang dananya tidak keluar, itu 

semua karena ada data yang salah. Pendataan ini juga dilakukan satu 

tahun sekali. 
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Jadi menurut hasil wawancara di atas antara peneliti dan informan dapat 

dilihat bahwasanya ketepatan administrasi dalam hal pendataan masyarakat 

penerima BPNT sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja 

sesekali terjadinya kesalahan yang diakibatkan pada saat pengisian data. Tapi 

hal tersebut tentu saja dapat diperbaiki.  

4.1.6. Ketepatan Kualitas  

Ketepatan kualitas mencakup kualitas barang-barang sembako yang 

dijual oleh e-warong. Dalam pelaksanaan program BPNT ini barang-barang 

ini disediakan oleh e-warong yang bekerjasama dengan Bank. Masyarakat 

penerima program BPNT dapat membeli sembako yang sudah disediakan di 

e-warong masing-masing gampong. Barang-barang sembako yang dapat 

diambil yaitu seperti beras, telur, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Akan 

tetapi setelah peneliti melakukan wawancara ternyata banyak masyarakat 

yang hanya mau mengambil beras dan telur saja. Hal ini seperti yang 

dikatakan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kerinci.  

Masyarakat mengambil sembakonya di e-warong. Secara pribadi 

masyarakat hanya mengambil beras dan telur saja, karena mengingat 

apabila kita mengambil kacang-kacangan tidak mungkin di makan 

setiap harinya, karena kacang-kacangan ini bukan termasuk makanan 

pokok.  

 

 

Dari hasil wawancara di atas ternyata penerima BPNT tidak hanya bisa 

mengambil beras dan telur, melainkan bisa juga mengambil kacang-

kacangan. Akan tetapi penerima program BPNT lebih memilih untuk 

mengambil beras dan telur saja. Hal tersebut dikarenakan beras dan telur itu 
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dianggap paling penting bagi masyarakat penerima. Hal senada juga 

dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kulu.  

Masyarakat hanya mengambilnya seperti makanan pokok saja, seperti 

beras dan telur. Karena kalau kita ambil kacang-kacangan seperti 

kacang hijau, itu tidak bisa dijadikan lauk untuk makan nasi, tapi kalau 

telur tentu bisa menjadi lauknya. Masyarakat membeli sembakonya di 

e-warong.  

 

Masyarakat yang membeli sembakonya dari e-warong dapat memilih 

sendiri barang yang dibeli. Barang yang dibeli oleh masyarakat terkadang 

memiliki kualitas yang baik dan sesekali mendapat kualitas yang kurang 

bagus. Hal ini disampaikan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun 

Seulawah. “Pernah terjadi ketika masyarakat membeli sembakonya, 

terkadang dapat telur yang sudah masuk angin. Kemudian terkadang ada juga 

yang pecah. Serta kualitas berasnya juga pernah masyarakat dapatkan yang 

ada batu dan masih banyak yang padi.”  

 

Kualitas barang yang disediakan di e-warong tidak selamanya bagus. 

Terkadang sembako yang disediakan juga memiliki kualitas yang kurang 

bagus, yaitu seperti telur yang sudah masuk angin dan beras yang berbatu. 

Kemudian masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kulu juga mengatakan hal 

yang sama.  

Jika mengenai kualitas sejauh ini bagus, hanya saja ada sesekali kualitas 

berasnya yang kurang bagus seperti misalnya banyak batunya, 

kemudian beras yang jenisnya apabila saat dimasak airnya sesuai malah 

jadi lembek, sementara airnya sudah pas. Tapi mau bagaimanapun 

masyarakat pikir itu tidak apa-apa karena apabila masyarakat komplen 

nanti dikira masyarakat ini banyak maunya dan tidak bersyukur.  
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Kembali pada kualitas barang, ternyata e-warong juga tidak dapat 

memilih barang-barang yang disediakan untuk penerima BPNT. Oleh karena 

itu terkadang sesekali mendapat sembako yang kurang bagus. Akan tetapi 

menyangkut kualitas barang sembako tersebut, pemilik e-warong juga 

memberi tanggapan pada saat wawancara.  

Kualitas barang sembako pihak e-warong juga tidak bisa 

memastikannya, karena saat e-warong belanja, e-warong tidak bisa 

memilah dan memilih. Apalagi terkadang kurang dalam hal biayanya, 

sehingga terpaksa apa yang ada langsung e-warong ambil. Terkadang 

e-warong juga memakai uang pribadi untuk membeli sembako. 

Sesekali e-warong juga rugi tapi mau bagaimanapun apa boleh buat, 

sehingga e-warong hanya bisa beranggapan sedang bersedekah. Tapi 

selaku pemilik e-warong tetap berusaha yang terbaik, tetap memilih 

barang-barang yang bagus untuk disediakan kepada masyarakat 

penerima BPNT.  

 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa, ketepatan kualitas barang yang disediakan oleh e-warong untuk 

penerima BPNT ini belum cukup baik, karena masih adanya pernyataan dari 

masyarakat penerima bahwa barang yang disedikan terdapat kekurangannya, 

seperti telur yang masuk angin, beras berbatu dan lain-lain.  

4.2. Mekanisme Penyaluran Program BPNT Di Gampong Seutui  

Program BPNT merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan 

dapat membantu masyarakat dalam bidang pangan. Bahkan program BPNT 

menjadi program yang bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin. 

Namun, sejak awal adanya program BPNT ini hingga saat ini, tidak dapat 

dipungkiri setiap gampong memiliki penerima dengan jumlah yang berbeda-

beda. Begitupun di gampong Seutui memiliki penerima BPNT dengan jumlah 
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192 keluarga. Dalam proses penerimaan program BPNT ini tentu saja adanya 

mekanisme penyaluran program tersebut.  

Mekanisme penyaluran program BPNT ini diawali dengan (1) proses 

penyaluran dana BPNT yang dilaksanakan oleh Bank Penyalur (2) proses 

penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening 

Kementerian Sosial di Bank penyalur ke rekening KPM BPNT (3) 

pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak 

dana tersebut di transfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di 

Bank Penyalur dan (4) proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan 

Pangan Non Tunai.  

Dalam pembahasan mekanisme penyaluran program BPNT di 

gampong Seutui ini, peneliti memiliki indikator pendukung keberhasilan 

dalam mekanisme penyaluran. Indikator tersebut meliputi poin-poin yang 

tertera di atas.  

4.2.1. Proses Penyaluran Dana BPNT Yang Dilaksanakan Oleh Bank Penyalur  

Dalam tahap ini penyaluran dana BPNT dilakukan oleh bank penyalur 

tanpa menggunakan biaya apapun. Dana yang disalurkan sebesar Rp200.000 

untuk setiap keluarga penerima manfaat. Dana itu bersumber dari kas Negara 

yang dikirim ke rekening kementerian sosial di Bank penyalur. Hal ini 

dijelaskan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman. 

“Dana BPNT disalurkan oleh pihak bank penyalur. Dana yang disalurkan 

kalau untuk masa sekarang itu sejumlah Rp.200.000 per kepala keluarga 
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penerima manfaat. Dana itu sumbernya dari pusat yang dikirim ke rekening 

Kementerian Sosial di bank penyalur.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa proses penyaluran dana memang disalurkan oleh pihak Bank Penyalur, 

hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 

Tahun 2019.  

4.2.2.  Proses Pemindahbukuan Dari Rekening Kemensos Ke Rekening KPM  

Dalam tahap pemindahbukuan dari rekening Kementerian Sosial di 

Bank Penyalur ke rekening keluarga penerima manfaat, proses ini paling 

lambat dilaksakan pada tanggal 10 di bulan yang sedang berjalan. Hal ini 

dinyatakan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Baiturrahman.  

Pemindahbukuan dilakukan paling lambat tanggal 10 dibulan yang 

sedang berjalan, oleh karena itu biasanya sebelum tanggal 10 itu pasti 

dana BPNT sudah masuk ke rekening keluarga penerima manfaat. Tapi 

karena ada satu dan lain hal sehingga sesekali juga terjadi 

keterlambatan bahkan terkadang juga ada satu sampai dua bulan tidak 

masuk dana BPNT kepada KPM.  

 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan, maka kesimpulan 

yang diambil oleh peneliti bahwasanya dana BPNT itu sudah harus masuk ke 

rekening Keluarga Penerima Manfaat paling lambat tanggal 10. Akan tetapi 

yang terjadi dilapangan tidak selalu seperti itu, melainkan pernah terjadinya 

keterlambatan sehingga membuat hal ini tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019.  
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4.2.3. Rentang Waktu Pemindahbukuan dana BPNT dari Kas Negara Ke 

Rekening Kemensos di Bank Penyalur  

 

Proses pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari 

kalender sejak dana tersebut di transfer dari kas Negara ke rekening 

kementerian sosial di bank penyalur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.  

Hal pemindahbukuan dana BPNT ini biasanya mengalami proses 

selama 30 hari, hal ini dikarenakan program BPNT penyalurannya 

sebulan sekali, otomatis pemindahbukuan juga pasti per 30 hari, karena 

sebulan itu rata-rata sampai tanggal 30. Tetapi hal ini tidak selamanya 

terjadi sesuai aturan, seperti tadi sesekali juga terjadi keterlambatan, 

TKSK bahkan kurang tau terjadinya keterlambatan karena hal apa. 

Yang diketahui TKSK seperti hal yang disebabkan oleh gangguang 

jaringan.  

 

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwasanya pemindahbukuan dana BPNT ini paling lama 30 hari sesuai 

kalender. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya 

keterlambatan yang terkadang tidak diketahui alasannya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa dalam pemindahbukuan dana BPNT ini belum bisa 

dikatakan baik.  

4.2.4. Proses Penyaluran BPNT Dilakukan Sesuai Dengan Permensos Nomor 

20 tahun 2019  

 

Tahap ini terjadi apabila proses-proses sebelumnya telah selesai 

dilakukan. Proses penyaluran BPNT ini dapat dilihat seperti proses dana yang 

sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat, kemudian penerima BPNT 

menggesek kartu keluarga sejahtera di e-warong dan setelah itu dapat 
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mengambil barang sesuai kebutuhan. Hal ini dijelaskan oleh Tim 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.  

Dalam hal mengenai proses penyaluran BPNT TKSK hanya sebagai 

pendamping, untuk prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut, pertama 

masyarakat harus memastikan kalau dana BPNT nya sudah masuk ke 

KKS, kemudian penerima BPNT ini ke e-warong untuk mengambil 

barang yang dibutuhkan, kemudian di lokasi e-warong tersebut ada 

mesin untuk menggesek Kartu Keluarga Sejahtera masing-masing 

penerima. 

 

 

Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT 

yang tinggal di Dusun Kerinci. “Dalam hal penyaluran ini biasanya 

masyarakat mendapatkan informasi apabila dana BPNT nya sudah masuk ke 

KKS, sehingga masyarakat dapat langsung pergi ke lokasi e-warong untuk 

menggesek kartunya kemudian bisa mengambil barang sesuai yang 

masyarakat butuhkan.” 

Berdasarkan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

untuk proses penyaluran BPNT yang dilakukan di Gampong Seutui Sudah 

sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019. 

4.3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penyaluran BPNT Di Gampong 

Seutui  

 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dasar. Bahkan program BPNT ini menjadi program bantuan 

sembako yang sangat di syukuri oleh masyarakat dalam bidang pangan. 

Namun, sejak awal adanya diberlakukan program BPNT hingga saat ini, tidak 

dapat dipungkiri setiap gampong pasti memiliki hambatan dan tantangan 
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dalam menyalurkan program BPNT baik dari sisi manapun. Begitu pula yang 

terjadi di Gampong Seutui.  

4.3.1. Hambatan Dalam Penyaluran BPNT Di Gampong Seutui 

Dalam pelaksanaan program BPNT di gampong Seutui memiliki 

beberapa hambatan. Hambatan yang sering terjadi ialah sebagai TKSK 

terutama harus mampu bersabar karena harus menghadapi masyarakat yang 

marah-marah dikarenakan kesal sembakonya belum bisa di ambil. Dan juga 

menghadapi masyarakat yang tidak bisa diberitahu dalam lokasi proses 

pengambilan sembakonya. Ini diutarakan oleh Tim Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.  

Kalau membahas tentang hambatan tentunya pasti ada, TKSK yang 

terkadang harus banyak sekali bersabar dalam menghadapi masyarakat. 

Karena masyarakat terkadang tidak bisa sabar. Contohnya itu seperti 

sembakonya belum bisa diambil, pada saat itu masyarakat bertanya ke 

TKSK, terkadang TKSK sudah menjawab tetapi masyarakat tetap tidak 

mendengar arahan TKSK dan pergi ke Dinas Sosial Kota, sehingga 

yang ditegur adalah TKSK, kemudian ada juga masyarakat yang tidak 

patuh, tidak mau mendengar arahan TKSK untuk mengambil 

sembakonya disatu tempat, contohnya seperti masyarakat gampong 

Seutui agar mengambil sembakonya seharusnya di e-warong Gampong 

Seutui, tapi hal yang terjadi tidak demikian, masyarakat malah 

mengambil ke Ateuk Pahlawan. Sementara pada saat giliran bulan 

depan sudah tidak keluar lagi programnya ke masyarakat, 

masyarakatnya mengeluh. Dalam perkara ini bisa dikatakan bahwa 

masyarakat salah sendiri karena mengambil sembako di e-warong 

gampong lain.   

 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

hambatan itu berasal dari faktor internal, yaitu sebagai berikut:  

1. TKSK yang harus selalu bersabar dan berlapang dada apabila 

ditegur dan menjadi tempat pelampiasan kekesalan warga apabila 

sembakonya belum bisa diambil.  
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2. Masyarakat yang tidak patuh dengan arahan TKSK mengenai 

pengambilan sembako di lokasi e-warong gampong masing-

masing.  

3. Selain itu terdapat juga hambatan lain yaitu terkait kualitas 

sembako yang disediakan oleh pihak e-warong 

4.3.2. Tantangan Dalam Penyaluran BPNT di Gampong Seutui  

Dengan adanya hambatan tentunya juga ada tantangan. Pelaksanaan 

program BPNT di gampong Seutui memiliki tantangan yang dihadapi oleh 

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, 

tantangan dalam penyaluran program BPNT ini adalah ketika dana untuk 

membeli sembako belum masuk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 

sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya dengan kondisi yang seperti 

itu. Tantangan ini bisa terjadi karena faktor seperti adanya gangguan jaringan 

pada pihak BRI Link nya. Hal ini dijelaskan melalui wawancara peneliti 

dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.  

Tantangan dalam penyaluran program BPNT yaitu seperti telat masuk 

dana ke Kartu Keluarga Sejahtera, sehingga hal ini membuat 

masyarakat bingung, dan menyebabkan masyarakat bertanya kesana 

kemari untuk mencari tau. Sementara tantangan itu kadang-kadang 

muncul karena adanya gangguang jaringan pada BRI link. Seperti hal 

yang pernah terjadi bahwasanya e-warong gampong Ateuk Pahlawan 

tidak bisa menyalurkan sembakonya dikarenakan ada gangguan 

jaringan di BRI Link, sehingga masyarakat sudah sepantasnya untuk 

bersabar.   
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Berdasarkan wawancara tersebut peniliti dapat menyimpulkan bahwa 

tantangan itu berasal dari faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:  

1. Adanya gangguan jaringan dari pihak BRI Link. Dengan adanya 

kejadian tersebut masyarakat hanya bisa menunggu dan bersabar.  

2. Adapun tantangan lain yaitu seperti masih adanya proses 

kesilapan dalam proses pendataan.  

Jadi, hambatan dan tantangan saat proses penyaluran program BPNT di 

Gampong Seutui bisa diakibatkan oleh faktor eksternal dan juga internal. 

Yang dimana faktor eksternal disebabkan oleh gangguan jaringan BRI link 

kemudian juga kurang tepatnya dalam proses pendataan sehingga 

mengakibatkan dana menjadi terhambat dan yang faktor internal disebabkan 

oleh masyarakat penerimanya sendiri serta kualitas barang yang disediakan 

oleh pihak e-warong terkadang kurang bagus.  
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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong 

Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum efektif. hal 

ini dikarenakan masih banyak masyakarat yang belum mendapatkan 

padahal layak untuk menerima BPNT, masih tidak adanya konsistensi 

dalam proses penyaluran BPNT sehingga terjadinya keterlambatan 

dalam proses penyaluran, pendataan yang masih sering terjadi 

kesalahan, serta kualitas barang yang masih belum memuaskan. 

2. Mekanisme Penyaluran program BPNT di Gampong Seutui secara 

umum sudah baik. Akan tetapi dalam proses memindahbukukan dana 

BPNT dari rekening kemensos di bank penyalur ke rekening KPM serta 

rentang waktu pemindahbukuan yang seharusnya 30 hari kalender sejak 

di transfer dari kas Negara ke rekening BPNT masih sering tidak sesuai 

dengan aturan yang sudah di tetapkan, masih sering terjadinya 

keterlambatan sehingga penerima BPNT tidak menerima program 

BPNT ini sebulan sekali, dan terjadilan kemacetan dalam proses 

penyaluran.  

3. Terdapat hambatan dan tantangan dalam penyaluran program BPNT di 

Gampong Seutui. Disini peneliti melihat bahwasanya hambatan dan 

tantangan masih sering terjadi pada saat penyaluran BPNT di gampong 
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Seutui. Hambatan yang terjadi itu dikarenakan faktor internal yaitu 

dimana e-warong terkadang menyediakan sembako yang kualitasnya 

kurang bagus sehingga masyarakat penerima menjadi mengeluh. Dan 

juga tantangan lainnya yaitu TKSK yang harus bersabar dalam 

menghadapi masyarakat yang tidak bisa diarahkan untuk mengambil 

sembakonya pada e-warong yang sudah disediakan di masing-masing 

gampong. Kemudian tantangan yang terjadi saat proses penyaluran 

yaitu dikarenakan faktor eksternal nya yaitu seperti adanya gangguang 

jaringan pada BRI link sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses 

penyaluran serta masih terjadinya kesilapan dalam pendataan.  

Berdasarkan kesimpulan dengan hasil temuan dan merujuk pada 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan 

Pangan Non Tunai dapat dinyatakan bahwa program BPNT ini dalam 

menanggulangi kemiskinan dalam bidang pangan kurang mampu. Karena 

tidak memenuhi indikator efektivitas yang sesuai dengan Permensos Nomor 

20 Tahun 2019.  

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa 

saran yaitu:  

1. Seharusnya ada penentuan dalam hal jumlah kuota penerima, 

setidaknya Dinas Sosial Kota mengetahui jumlah kuota calon penerima 

BPNT yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal penentuan 

waktu seharusnya lebih disiplin dalam waktu penyaluran, agar tidak 
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semakin mempersulit masyarakat penerima. Proses pendataan harus 

lebih jelas, baik dari masyarakat, bank penyalur, dan TKSK harus 

paham proses pendataan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kualitas 

barang sembako yang di pilih oleh e-warong juga harus lebih di 

perhatikan. Setidaknya e-warong harus mempunyai langgangan agar 

bisa membicarakan perihal barang yang akan dibeli dan disediakan 

kepada penerima.  

2. Seharusnya dalam proses pemindahbukuan dari rekening Kemensos di 

bank penyalur ke rekening KPM lebih konsisten agar tidak terjadinya 

kemacetan dan proses penyaluran program BPNT menjadi lancar.  

3. Seharusnya masyarakat dapat mendengarkan dan mematuhi arahan dari 

TKSK, agar tidak terjadinya hal-hal yang membuat salah paham. Dan 

dapat meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan.  
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